
 

 

 

SALINAN             PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 1 TAHUN 2010 

TENTANG 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KOTA PROBOLINGGO 

 

WALIKOTA  PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo tahun 2009 Nomor 15, maka perlu ditetapkan Tugas Pokok 

dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo dalam 

Peraturan Walikota Probolinggo. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950); 

2.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 

3.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

4.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844) ; 

 



 

 

 

5.    Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

6.    Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737) ; 

9.    Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan 

Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4829); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga 

Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4830); 

13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 



 

 

 

16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota 

Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 15 Tahun 2009 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 15). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG TUGAS POKOK 

DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

KOTA PROBOLINGGO 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kota Probolinggo; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo; 

c. Walikota  adalah Walikota Probolinggo; 

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo; 

e. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis ; 

f. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang 

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, 

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehablitasi dan 

rekonstruksi ; 

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah 

perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi 

penanggulangan bencana di daerah ; 

h. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan 

untuk mencapai tujuan Organisasi ; 

 

 



 

 

 

Bagian Ketiga 

SUSUNAN ORGANISASI  

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Pasal  2 

 

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Unsur Pengarah terdiri dari : 

1. Instansi; 

2. Profesional/Ahli. 

c. Unsur Pelaksana terdiri dari : 

1. Kepala Pelaksana; 

2. Sekretaris;     

3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;  

4. Seksi Kedaruratan dan Logistik;  

5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;    

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat rangkap secara ex-

officio oleh Sekretaris Daerah; 

(3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Walikota; 

(4) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi Unsur Pengarah 

dan Unsur Pelaksana; 

(5) Unsur Pengarah adalah unsur pengarah yang terdiri dari Instansi Pemerintah 

dan Tenaga Profesional/ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 

(6) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana, berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

(7) Sekretariat dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Sekretaris dan 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Pelaksana. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Pasal 3 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas : 

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi serta rekonstruksi; 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. menyusun, menetapkan dan mengiformasikan peta rawan bencana; 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala 

Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 

kondisi darurat bencana; 

f. mengedalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi : 

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan 

efisien; dan 

b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh. 

 

Bagian Kedua 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Pasal 4 

(1) Kepala Badan Penanggunalan Bencana Daerah mempunyai tugas  membantu 

Walikota dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan 

tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; 

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pada ayat (1), Kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi : 



 

 

 

a. perumusan bahan kebijakan dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan 

penanggulangan bencana; 

b. perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 

penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi; 

c. perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

d. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian  terhadap segala kegiatan 

dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan 

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Ketiga 

Unsur Pengarah  

Pasal 5 

(1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  dalam rangka 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pada ayat (1), Unsur Pengarah 

mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan 

penanggulangan bencana daerah; 

b. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan 

penanggulangan bencana daerah; dan 

c. pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

daerah; 

 

Bagian Keempat 

Kepala Pelaksana 

Pasal 6 

(1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penanggulangan 

bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana 

serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari;  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Pelaksana mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan 

perlengkapan; 

b. pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional Pelaksanaan 

Penanggulangan Bencana; 



 

 

 

c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh; 

d. perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan 

pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien; dan 

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

Bagian Kelima 

Sekretariat 

Pasal 7 

 

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, 

kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, penyusunan program, 

keuangan, hubungan masyarakat (humas) dan protokol;  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat 

mempunyai fungsi : 

a. pengelolaan dan pelayanan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, 

perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum kelembagaan, humas dan 

protokol; 

b. pelaksanaan pengkoordinasian urusan kepegawaian dan upaya 

peningkatan kemampuan serta kesejahteraan pegawai; 

c. pengelolaan tata usaha keuangan, anggaran rutin dan anggaran 

pembangunan, laporan pertanggungjawaban serta pembayaran gaji dan 

pembayaran lainnya; 

d. pengelolaan perbaikan, perawatan sarana dan prasarana perkantoran; 

e. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan pelaporan; 

f. pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan; 

g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi; 

h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas; 

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan 

j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Paragraf 1 

Pasal 8 

 

(1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala 

Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :  

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 

pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ; 

b.  pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, 

mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan 

masyarakat;  

c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 

pemberdayaan masyarakat ; 

d.  pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada 

prabencana serta pemberdayaan masyarakat ; 

e.  pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

Paragraf 2 

Pasal 9 

(1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana 

dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:  

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;  

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan 

logistik;  

c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;  

d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;  



 

 

 

e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, 

penanganan pengungsi dan dukungan logistik; 

f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

Paragraf 3 

Pasal 10 

(1) Seksi Rehabiliasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala 

Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:  

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca 

bencana;  

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan 

bencana pada pasca bencana;  

c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca 

bencana;  

d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan 

di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; 

e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

BAB III 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 11 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas 

teknis Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang 

keahlian dan kebutuhan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang 

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 

kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 



 

 

 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 12 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk 

Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim 

Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat 

membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan 

daerah. 

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab langsung 

kepada Kepala Pelaksana BPBD.   

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 13 Januari 2010  

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

H. M. BUCHORI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 1

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal  13 Januari 2010 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

Ttd, 

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si. 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19570425 198410 1 001 

Sesusi dengan aslinya, 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
BAMBANG SULISTYONO, SH. M.Si 

Pembina Tk I 

NIP. 510 095 418 

 



 

 


